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BUPATI PESISIR SELATAN 

PROVINSI SUMATERA BARAT 
 

RANCANGAN 
PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN 

NOMOR .. TAHUN ... 

 
TENTANG 

 
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN  

DAN BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2026 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI PESISIR SELATAN, 

 
Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari 

wajib ditatausahakan dengan baik, dan disusun 
mulai dari perencanaan, pelaksanaan, 
penatausahaan, pelaporan dan pertanggung 

jawaban; 
b. bahwa  dalam  rangka  perencanaan dan    

penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Nagari, perlu disusun suatu pedoman yang  akan 

digunakan oleh Pemerintah Nagari dalam 
merencanakan dan menyusun Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Nagari; 

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (2) 
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  20  

Tahun  2018 tentang  Pengelolaan  Keuangan  Desa, 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Nagari disusun setiap tahun dengan 
Peraturan Bupati; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam  huruf  a, huruf b dan huruf c, 
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Nagari Tahun Anggaran 2026; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6914); 
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 
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tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 

Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6856); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang 
Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6806); 

4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang 
Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera 

Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2024 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6970); 

5. Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2014  
tentang Peraturan  Pelaksanaan  Undang-Undang  

Nomor  6  Tahun 2014  tentang  Desa  (Lembaran  
Negara  Republik  Indonesia Tahun  2014  Nomor  

123,  Tambahan  Lembaran  Negara Republik  
Indonesia  Nomor  5539),  sebagaimana  telah 
diubah  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  11  

Tahun 2019  tentang  Perubahan  Kedua  Atas  
Peraturan Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2014  

tentang  Peraturan Pelaksanaan  Undang-Undang  
Nomor  6  Tahun  2014 tentang Desa (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019  Nomor  41,  
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia 
Nomor 6321);  

6. Peraturan  Pemerintah  Nomor  37 Tahun  2023 
tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah  (Lembaran  

Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2023  Nomor 
100,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  

Indonesia Nomor 6883);     
7. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  20  

Tahun  2018 tentang  Pengelolaan  Keuangan  Desa  

(Berita  Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 611); 

8. Peraturan  Daerah Kabupaten Pesisir Selatan  
Selatan  Nomor  2  Tahun 2016  tentang Nagari; 

 
   

 MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan
  

: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN 
PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2026. 
   

Pasal 1 

  Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
  1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten 
Pesisir Selatan. 

3. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan. 
4. Nagari adalah adalah kesatuan masyarakat  

hukum  yang  memiliki  batas  wilayah  yang 
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berwenang untuk mengatur dan mengurus 
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat 

setempat berdasarkan prakarsa   masyarakat,  
hak  asal   usul, dan/atau hak tradisional yang 

diakui dan dihormati dalam sistem  pemerintahan  
Negara  Kesatuan  Republik Indonesia. 

5. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dan 
perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Nagari. 

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, yang 
selanjutnya disebut APBNagari adalah rencana 

keuangan tahunan pemerintahan Nagari. 
7. Rencana Kerja Pemerintah Nagari yang 

selanjutnya disebut RKP Nagari, adalah 
penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Nagari untuk jangka waktu 1 (satu) 

tahun. 
   

Pasal 2 
  (1) Pedoman penyusunan APBNagari Tahun Anggaran 

2026, meliputi: 
a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah 

dengan kewenangan Nagari dan RKP Nagari; 

b. prinsip penyusunan APBNagari; 
c. kebijakan penyusunan APBNagari; 

d. teknis penyusunan APBNagari; dan 
e. hal-hal khusus lainnya. 

(2) Uraian pedoman penyusunan APBNagari Tahun  
Anggaran 2026 sebagaimana  dimaksud  pada  ayat 
(1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 
ini. 

   
Pasal 3 

  Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
ditetapkan.   
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Pesisir Selatan. 

 

 
Ditetapkan di Painan 

pada tanggal  
BUPATI PESISIR SELATAN, 

 
 

                  

 
HENDRAJONI 

 
Diundangkan di Painan 

pada tanggal  
Pj.SEKRETARIS DAERAH 
 KABUPATEN PESISIR SELATAN, 

 
 

 
 

        
EVAFAUZA YULIASMAN 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2026 NOMOR   

 


